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ABSTRAK 
PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN 
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO 
(Studi pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo) 
 
EFFECT OF ACCOUNTING INFORMATION IN THE POLICY MAKING OF 
LOCAL GOVERNMENT IN GORONTALO REGENCY 
(Study on DPPKAD Gorontalo Regency) 
 
Febri Amalia 
Syarifuddin 
Nirwana 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh informasi akuntansi dalam 
pengambilan kebijakan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. 
Objek dari penelitian ini adalah Dinas pendapatan pengelolaan keuangan asset 
daerah Kabupaten Gorontalo. Instrumen dalam penelitian ini adalah 
melaluikuesioner kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Peneliti juga 
mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dan mendukung pembahasan 
penelitian. Teknik pengujian yang digunakan adalah analisis regresi linier 
sederhana. Hasil penelitian menemukan bahwa informasi akuntansi berpengaruh 
dalam pengambilan kebijakan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 
Gorontalo. Dalam merumuskan kebijakan keuangan, pemerintah juga 
mempertimbangkan visi, misi, sasaran, dan tujuan, sehingga setiap kebijakan 
yang dibuat oleh pemerintah mengarah pada pencapaian  tujuan akhir 
pemerintah daerah. 
 
kata kunci : informasi akuntansi, kebijakan keuangan, pemerintah. 
This study aimed to investigate the effect of accounting information in the 
government’s financial policy making in Gorontalo Regency. The object of this 
studyis the revenue service financial management of local assets in Gorontalo 
Regency. Instrument in this study was throuh a questionnaire to the parties 
concerned. Researchers also collected relevant document and research to 
support the discussion. The testing technique are performed in a simple linier 
regression analysis. This study found that the effect of accounting information in 
decision making of local government finance in Gorontalo Regency. In 
formulating financial policy, the government is also considering the vision, 
mission, goals, and objectives, so that any policies made by the government to 
achieve the ultimate goal of local government. 
 
Keywords:accounting information, financial policy, government. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Pada masa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini 
sangatlah diperlukan informasi-informasi yang menunjang bagi kemajuan dan 
kepentingan organisasi, baik organisasi sektor privat maupun sektor publik. 
Menurut Davis dalam Kadir (2003:28), informasi adalah data yang telah diolah 
menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi 
pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Salah satu informasi yang 
selalu dibutuhkan oleh setiap organisasi adalah informasi akuntansi. 
Weygandt et al. (2005:4) mendefinisikan akuntansi sebagai “suatu sistem 
informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa-
peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang 
berkepentingan.” Adapun bentuk dari informasi akuntansi yaitu laporan 
keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum 
untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua pengguna laporan keuangan. 
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai 
posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 
pelaporan selama satu periode pelaporan. 
Mardiasmo (2009:31) mengatakan “informasi dalam sebuah organisasi 
merupakan perekat yang mengikat fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah 
sistem sehingga memungkinkan organisasi bertindak koheren dan harmonis 
antar berbagai fungsi.” Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana 
untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga 
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tujuan organisasi dapat tercapai. Maka seharusnya informasi akuntansi yang 
disediakan oleh pemerintahan dapat digunakan untuk menentukan kebijakan 
terkait perencanaan dan pengendalian keuangan daerah. 
Saat ini di Indonesia, informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan 
keuangan pemerintah mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) 
yang diatur dalam PP No.71 tahun 2010. Sesuai dengan peraturan pemerintah 
tersebut, tujuan pelaporan keuangan pemerintah yaitu menyajikan informasi 
yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat 
keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Pengambilan 
keputusan dalam pemerintahan tentunya didasarkan atas informasi-informasi 
relevan yang diperoleh pemerintah. Begitu pula dengan kebijakan keuangan 
yang diambil oleh pemerintah, yang seharusnya didasarkan atas informasi 
akuntansi atau laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintahan yang 
bersangkutan. 
Suatu keputusan tidak akan memiliki tingkat keakuratan yang baik jika tidak 
didukung berbagai informasi yang ada. Berbagai informasi yang diterima akan 
dianalisis oleh pihak manajemen untuk menghasilkan beberapa rekomendasi 
keputusan yang bersifat alternatif, yang salah satu diantaranya akan diambil 
sebagai keputusan yang terbaik. 
Menurut Hendriksen dalam Arief (2010:3), “pengambilan sebuah keputusan 
terkadang dianggap sebagai sebuah perjudian karena setiap individu/orang yang 
melakukan pengambilan keputusan akan dihadapkan pada sebuah resiko besar 
nantinya.” Individu yang siap menghadapi resiko disebut dengan “penjudi”, tetapi 
terkadang tidak semua orang berani mengambil resiko, bahkan cenderung 
menghindar dari sebuah resiko yang akan dihadapi. 
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Arief (2010:3) juga menambahkan bahwa “para pengambil keputusan 
dalam melakukan pengambilan keputusan biasanya dihadapkan dengan 
berbagai permasalahan atau faktor-faktor penghambat, antara lain fakta yang 
tidak jelas, informasi yang kurang cukup, terkadang waktupun yang tidak 
banyak.” Oleh sebab itu, dibutuhkan pengalaman dan kemampuan yang cukup 
dalam mengambil keputusan terkait suatu kebijakan. Untuk meminimalisir 
adanya faktor-faktor penghambat tersebut dalam pengambilan kebijakan 
keuangan pemerintahan, SAP menetapkan 4 (empat) karakteristik pokok suatu 
laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat 
dipahami. 
Penyusunan laporan keuangan di pemerintahan merupakan suatu kegiatan 
wajib tahunan yang harus selalu dilaksanakan meskipun tidak dipungkiri bahwa 
hingga saat ini masih terjadi keterlambatan penyusunan laporan keuangan di 
beberapa pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan adanya perubahan basis 
akuntansi (dari kas menjadi akrual) dan masih kurangnya sosialisasi 
pemerintahan pusat tentang pemberlakuan SAP baru yang diatur dalam PP 
No.71 tahun 2010. Hal tersebut mengakibatkan beberapa pemerintahan daerah 
masih menggunakan PP No.24 tahun 2005 sebagai acuan penyusunan laporan 
keuangan. Adapun laporan keuangan pokok menurut SAP terbaru terdiri dari 7 
(tujuh) komponen, yaitu laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan 
saldo anggaran lebih (laporan perubahan SAL), neraca, laporan operasional 
(LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas 
laporan keuangan (CaLK). Sementara itu, laporan keuangan pokok menurut PP 
No. 24 tahun 2005 yang saat ini masih digunakan oleh beberapa kabupaten di 
Indonesia, hanya terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu laporan realisasi 
anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 
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Komponen laporan keuangan tersebut akan membantu pemerintah dalam 
menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan kebijakan keuangan 
pemerintahan. 
Di sektor publik, penelitian mengenai penggunaan informasi akuntansi 
dalam pengambilan keputusan oleh pemerintahan masih sangat kurang. Laporan 
keuangan yang dibuat oleh pemerintah lebih banyak berfungsi sebagai 
pertanggungjawaban dan pengelolaan dibandingkan untuk pengambilan 
kebijakan keuangan. Namun, telah banyak penelitian-penelitian di sektor privat 
yang menunjukkan bahwa informasi akuntansi memiliki peranan penting dalam 
pengambilan keputusan, utamanya keputusan yang berhubungan dengan 
keuangan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya di sektor 
privat yaitu Rusmanto (2006) dan Arief (2010) yang hasilnya menunjukkan 
bahwa informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengambilan keputusan kredit. Selain itu, ada pula penelitian yang dilakukan 
oleh Dewi dan Mukhyi (2009) yang menunjukkan bahwa informasi akuntansi 
memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan investasi pada 
perusahaan di bursa efek Indonesia (BEI). 
Provinsi Gorontalo merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari provinsi 
Sulawesi Utara, yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang No.83 tahun 2001. 
Pemerintah Gorontalo merupakan contoh daerah yang memiliki keinginan kuat 
dalam memperbaiki sistem pengelolaan daerahnya.  
Proses pengembangan suatu daerah tentu saja tidak terlepas dari 
pengambilan kebijakan keuangan yang efektif. Dalam pengambilan kebijakan 
keuangan daerah terdiri dari berbagai macam informasi mencakup informasi 
keuangan, informasi politik, sosial dan informasi lain yang terkait dengan urusan 
daerah. Kebijakan keuangan di setiap daerah termasuk daerah Provinsi 
5 
 
Gorontalo dilakukan berkaitan dengan suatu kegiatan perencanaan dan 
pengendalian atas keuangan daerah. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI 
DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN GORONTALO (Studi pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo).” 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok 
permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah informasi akuntansi 
berpengaruh dalam pengambilan kebijakan keuangan pemerintah daerah? 
  
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian 
ini yaitu untuk mengetahui pengaruh informasi akuntansi dalam pengambilan 
kebijakan keuangan pemerintah daerah. 
 
1.4. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 
a. Guna mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan mengenai 
akuntansi, terutama terkait penggunaan informasi akuntansi di 
pemerintahan daerah. 
b. Memberikan gambaran pengetahuan tentang masyarakat luas 
mengenai pengaruh informasi akuntansi dalam pengambilan kebijakan 
keuangan daerah. 
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1.5. Sistematika Penulisan 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 
penelitian. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang 
membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep umum 
yang akan digunakan dalam penelitian serta penelitian terdahulu 
yang berhubungan dengan penelitian ini. 
BAB III  METODE PENELITIAN  
Bab ini berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian ini 
dilakukan. Dimulai dari rancangan peneliti, tempat dan waktu, 
populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional,  
teknik pengumpulan data, dan analisis data. 
BAB IV   HASIL PENELITIAN 
Pada bab ini akan diuraikan tentang deskripsi dan gambaran 
secara umum atas objek penelitian, serta membahas dan 
menganalisis data-data yang didapat dari hasil perhitungan dan 
pengolahan dengan analisis regresi. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan 
saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 
pihak-pihak yang terkait. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 
2.1.1 History Theory 
Teori ekonomi, terdapat beberapa aliran perekonomian, di antaranya teori 
historis. Secara bahasa historis berarti sesuatu yang terkait dengan adanya 
sejarah. Artinya, teori ini berlandaskan pada perjalanan sejarah ataupercobaan di 
lapangan. Teori historis didasarkan pada pengalaman, percobaan pada 
penelitan.  
Sanggahan yang dilakukan teori historis adalah dengan menggunakan 
metode induktif-historis. Teori ini lebih mengkhususkan pengkajian pada suatu 
tempat. Bentuknya, hukum, dalil dan yang lainnya hanya berlaku pada tempat 
tersebut. Misalnya, harga suatu barang hanya berlaku di daerah A dan tidak 
berlaku di daerah B. Alasan dari teori ini adalah penentuan hukum, dalil itu 
disesuaikan dengan tempat yang ada. Selain itu peranan pemerintah sangat 
diperlukan dalam perekonomian. Fungsinya adalah sebagai pengawas dan 
pengatur perekonomian. 
 
Kegiatan ekonomi bergantung pada interaksi masyarakat sekitar. Suatu 
hukum tidak akan tercipta tanpa adanya interaksi. Jadi, dengan adanya interaksi 
ini, maka timbul adanya hukum serta dalil dalam perekonomian. Menurut pemikir 
aliran historis, fenomena ekonomi merupakan produk perkembangan masyarakat 
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secara keseluruhan sehingga dalam penentuan pemikiran teori serta 
kesimpulannya didasarkan pada pengalaman sejarah.  
Organisasi di pemerintahan juga memiliki histori penentuan tujuan akhir 
yang ingin dicapai dan dibutuhkan langkah-langkah yang tepat untuk 
pencapaiannya. Teori historyakan digunakan dalam penelitian ini untuk 
mengetahui bagaimana pemerintah menggunakan informasi akuntansi dalam 
merumuskan kebijakan-kebijakan keuangan yang dapat mendorong pemerintah 
untuk mencapai tujuan akhirnya. 
 
2.1.2 Informasi Akuntansi 
Menurut Davis (1974) dalam Gaol (2008:7) informasi adalah data yang 
telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai 
nilai nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan saat ini atau 
keputusan-keputusan yang akan datang. Sementara itu, Murdick(1987) dalam 
Gaol (2008:7) berpendapat bahwa informasi terdiri atas data yang telah 
didapatkan, diolah/diproses, yang digunakan untuk tujuan penjelasan atau 
sebuah dasar untuk pembuatan ramalan/keputusan.Menurut Gaol (2008:7), 
informasi adalah segala sesuatu keterangan yang bermanfaat untuk para 
pengambil keputusan/manajer dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang 
sudah ditetapkan sebelumnya.  
Adapun pengertian akuntansi menurut Accounting Principles Board (1970) 
dalam Halim dan Kusufi (2012:36) adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi 
menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang 
entitas ekonomi, agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain 
itu, American Accounting Association (1966) dalam Halim dan Kusufi (2012:36) 
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berpendapat bahwa akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, 
pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari 
suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka 
pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. 
Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa informasi akuntansi adalah 
data-data ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas, yang sudah diolah 
menjadi suatu bentuk data kuantitatif yang lebih berguna bagi penerima dalam 
pengambilan keputusan ekonomi (keuangan), baik masa sekarang atau yang 
akan datang. Informasi akuntansi merupakan komponen penting dalam 
menciptakan akuntabilitas. Dalam suatu organisasi/entitas, informasi akuntansi 
ini berbentuk laporan keuangan yang selalu dilaporkan setiap satu periode, 
biasanya 1 tahun. Laporan keuangan pada hakikatnya merupakan output dari 
suatu proses akuntansi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi 
berterima umum (PABU), yang nantinya digunakan sebagai alat informasi 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
 
2.1.3 Laporan Keuangan 
Menurut PSAP No.1 (2010), laporan keuangan merupakan laporan yang 
terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan 
oleh suatu entitas pelaporan. Selain itu menurut Soemarsono (2004:34), laporan 
keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, 
terutama pihak diluar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha 
perusahaan.  
Dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah membuat 
laporan keuangan untuk tujuan umum, yaitu laporan keuangan yang ditujukan 
untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan, 
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termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang 
disajikan terpisah, atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam 
dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. 
2.1.3.1 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 
Laporan keuangan suatu entitas dibuat bukan tanpa suatu tujuan tertentu. 
Sesuai dengan PSAP No.1 (2010), secara spesifik tujuan pelaporan keuangan 
pemerintahan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk 
pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan 
atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Menurut International Public 
Sector Accounting Standards  No.1 (IPSAS No.1), tujuan dari penyusunan 
pelaporan keuangan adalah untuk menjamin kemampuan diperbandingkan, baik 
dengan pelaporan keuangan tahun sebelumnya dari institusi terkait maupun 
dengan pelaporan keuangan institusi lain. 
Pelaporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi 
mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas. Dalam 
pemerintahan, tujuan umum dari laporan keuangan adalah memberikan informasi 
yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik, serta 
sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Laporan keuangan 
pemerintah juga memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi 
kinerja manajerial dan organisasional. Secara rinci tujuan laporan keuangan 
organisasi pemerintah adalah sebagai berikut. 
a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber 
daya keuangan. 
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan 
untuk membiayai seluruh pengeluaran. 
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c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah 
dicapai. 
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai 
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 
pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan 
pajak dan pinjaman. 
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 
Menurut Statement of Financial Accounting Concept No.4 (SFAC 4) dalam 
Mardiasmo (2009:167),tujuan dan manfaat laporan keuangan organisasi 
nirlabaadalah sebagai berikut. 
1. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan 
informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya 
serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan 
yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. 
2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia 
sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai 
pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis, serta kemampuannya 
untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. 
3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dan calon 
penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam 
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menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung 
jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. 
4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan 
kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan 
kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber 
daya tersebut. 
5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. 
Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi 
sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis, serta informasi mengenai 
usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat 
menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja. 
6. Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan 
membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan 
pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi likuiditas organisasi. 
7. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam 
memahami informasi keuangan yang diberikan. 
Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa laporan keuangan 
memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 
perencanaan keuangan, menilai kinerja manajemen suatu entitas pelaporan, dan 
juga menjadi salah satu bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan suatu 
entitas pelaporan. 
2.1.3.2 Pengguna Laporan Keuangan 
Menurut Anthony dalam Mardiasmo (2009:168), pemakai laporan 
keuangan sektor publik diklasifikasikan dengan mempertimbangkan semua 
organisasi nonbisnis, yang terdiri dari lembaga pemerintah (governing bodies), 
13 
 
investor dan kreditor, pemberi sumber daya (resource providers), badan 
pengawas (oversight bodies), serta konstituen. Sementara itu pengklasifikasian 
pemakai laporan keuangan sektor publik menurut Borgonovi dan Anessi-Pessina 
(1997) dalam Mardiasmo (2009:170) yaitu terdiri dari masyarakat pengguna jasa 
publik, masyarakat pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi, 
bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah, badan-badan internasional 
(world bank, IMF, ADB, PBB, dsb.), investor asing dan country analyst, generasi 
yang akan datang, lembaga negara, kelompok politik (partai politik), manajer 
publik (gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD), serta pegawai pemerintah. 
Adapun pemakai/pengguna laporan keuangan sesuai dengan PP No.71 tahun 
2010 yaitu meliputi masyarakat; para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan 
lembaga pemeriksa; pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses 
donasi, investasi, dan pinjaman; serta pemerintah. 
Menurut Mardiasmo (2009:171), pada dasarnya masyarakat memiliki hak 
dasar terhadap pemerintah, yaitu hak untuk mengetahui (right to know) yang 
terdiri dari mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang 
diambil pemerintah, dan mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan 
keputusan tertentu. Kemudian ada pula hak untuk diberi informasi (right to be 
informed), yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas 
permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Terakhir 
yaitu hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to). 
Setiap pemakai laporan keuangan memiliki kebutuhan dan kepentingan 
yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan yang diberikan oleh 
pemerintah. Berikut merupakan kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan 
pemerintah sebagaimana yang dipaparkan oleh Mardiasmo (2009:172). 
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a. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, 
harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. 
b. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui 
keberadaan dan penggunaan dana yang mereka bayarkan kepada 
pemerintah. 
c. Kerditor dan investor membutuhkan laporan keuangan untuk menghitung 
tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. 
d. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk 
melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas 
kondisi keuangan pemerintah dan penyelewengan keuangan negara. 
e. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem 
informasi manajemen (SIM) untuk membantu perencanaan, pengendalian, 
dan pengukuran kinerja organisasi. 
f. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. 
2.1.3.3 Komponen Laporan Keuangan 
Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan 
eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan perubahan 
ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, 
laporan arus kas, neraca, serta catatan atas laporan keuangan yang dinyatakan 
dalam ukuran finansial dan non-finansial. Laporan keuangan sektor publik tidak 
dapat disamakan dengan laporan keuangan di sektor swasta baik format 
maupun elemennya, karena organisasi sektor publik memilki batasan-batasan 
berupa pertimbangan non-moneter, seperti pertimbangan sosial dan politik. 
Laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas 
pengelolaan keuangan, maka laporan keuangan yang disajikan mencakup jenis 
laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan 
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perundang-undangan (statutory reports). Sebagaimana diatur dalam PP No.24 
tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan pokok 
terdiri dari komponen berikut. 
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya 
ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan 
perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode 
pelaporan. LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi 
sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah 
pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan 
secara komparatif. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA adalah 
sebagai berikut. 
a. Pendapatan-LRA, adalah penerimaan oleh bendahara umum 
negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang 
menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar 
kembali oleh pemerintah. 
b. Belanja, adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum 
negara/bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih 
dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh pemerintah. 
c. Transfer, adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas 
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan 
dan dana bagi hasil. 
d. Pembiayaan (financing), adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak 
berpengaruh pada kekayaan bersih entitas, yang perlu dibayar kembali 
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dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan 
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran 
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau 
memanfaatkan surplus anggaran.  
2. Neraca 
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca sekurang-
kurangnya harus mencantumkan pos kas dan setara kas, investasi jangka 
pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, 
aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas 
dana. Adapun unsur-unsur yang dicakup oleh neraca, yaitu sebagai berikut. 
a. Aset,adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik 
oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan 
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk 
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa 
depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk 
memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi 
kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau 
penghematan belanja bagi pemerintah. 
Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset 
diklasifikasikan sebagai aset lancar jika dapat segera direalisasikan atau 
dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak 
tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria 
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tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi kas 
dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset 
nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak 
berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk 
kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset 
nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, 
dana cadangan, dan aset lainnya. 
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan 
maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam 
jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang 
meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen 
antara lain investasi dalam surat utang negara (SUN), penyertaan modal 
dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi 
permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi 
permanen lainnya. 
Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 
bangunan, jalan, irigasi, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam 
pengerjaan. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. 
Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja 
sama (kemitraan). 
b. Kewajiban,adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah 
mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya 
mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan 
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datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan 
tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. 
Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena 
penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga 
keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban 
pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja 
pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Sebagai konsekuensi 
dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan, setiap 
kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum. 
Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan 
kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok 
kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan 
setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok 
kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan 
sejak tanggal pelaporan. 
c. Ekuitas,adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara 
aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo 
akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. 
3. Laporan Arus Kas 
Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang 
akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas 
yang telah dibuat sebelumnya. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan 
lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para 
pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas 
dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah. Laporan arus 
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kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode 
tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan: 
a. aktivitas operasi, 
merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah 
dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya 
di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 
b. aktivitas investasi aset nonkeuangan, 
mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka 
perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk 
meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di 
masa yang akan datang. 
c. aktivitas pembiayaan, 
mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan 
dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan 
untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim 
pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. 
d. aktivitas nonanggaran, 
mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak 
mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. 
Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain perhitungan fihak ketiga (PFK) 
dan kiriman uang. 
4. Catatan atas Laporan Keuangan 
Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan 
keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk 
tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. 
Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas 
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harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan 
ataslaporan keuangan. Adapun fungsi dari catatan atas laporan keuangan yaitu 
sebagai berikut. 
a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas 
akuntansi. 
b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro. 
c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 
beserta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 
d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 
e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada 
lembar muka laporan keuangan. 
f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar 
akuntansi pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka 
laporan keuangan. 
g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, 
yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 
 
2.1.3.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 
Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), karakteristik 
kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu 
diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. 
Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan 
agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. 
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1. Relevan 
Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di 
dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 
mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, 
serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan 
demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan 
maksud penggunaannya. 
Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik (feedback value), di 
mana informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi 
ekspektasi mereka di masa lalu. Selain itu juga memiliki manfaat prediktif 
(predictive value), di mana informasi dapat membantu pengguna untuk 
memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian 
masa kini. Informasi keuangan yang disajikan tepat waktu juga akan 
meningkatkan relevansi laporan keuangan, sehingga dapat berpengaruh dan 
berguna dalam pengambilan keputusan. Begitu pula dengan informasi akuntansi 
keuangan pemerintah yang disajikan selengkap mungkin, mencakup semua 
informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan 
memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir 
informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan 
dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat 
dicegah. 
2. Andal 
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 
dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau 
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penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut 
secara potensial dapat menyesatkan. 
Informasi yang andal memenuhi karakteristik penyajian jujur, di mana 
informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang 
seharusnya disajikan, atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 
Informasi juga dikatakan andal apabila dapat diverifikasi (verifiability), yaitu 
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji. Netralitas juga 
menunjukkan kehandalan suatu laporan keuangan, di mana informasi diarahkan 
pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 
3. Dapat dibandingkan 
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 
keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan 
secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila 
suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. 
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang 
diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas 
pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan 
akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada 
periode terjadinya perubahan. 
4. Dapat dipahami 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 
batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas 
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pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang 
dimaksud. 
 
2.1.4 Pengertian Pemerintah Daerah 
Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-
daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan 
daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota 
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Definisi 
pemerintahan daerah berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut. 
“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.” 
 
Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan  di 
atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan 
daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi, 
dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau 
Walikota, dan perangkat daerah. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh 
perangkat daerah yang terdiri dari: unsur staf yang membantu penyusunan 
kebijakan dan koordinasi, yang diwadahi dalam sekretariat; unsur pengawas 
yang diwadahi dalam bentuk inspektorat; unsur perencana yang diwadahi dalam 
bentuk badan; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yang diwadahi dalam 
lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi 
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dalam dinas daerah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan. 
Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 
memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah 
lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan 
umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan 
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya 
lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, 
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 
menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan 
pemerintahan. 
 
2.1.5 Pengambilan Keputusan (Decision Making) 
Pengambilan keputusan (decision making) memiliki berbagai pengertian. 
Menurut Terry dalam Hasan (2004) dalam Arief (2010:8), pengambilan 
keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih 
alternatif yang ada. Sementara itu Menurut Stoner dalam Hasan (2004)dalam 
Arief (2010:8), pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk 
memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Pendapat lain yang 
dikemukakan oleh Fahmi (2011:2) tentang pengambilan keputusan, yaitu 
keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang 
masalah, identifikasi masalah, hingga terbentuknya kesimpulan atau 
rekomendasi. Rekomendasi inilah yang selanjutnya dipakai dan digunakan 
sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu 
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besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang 
dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang 
tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian 
masalah. 
Seseorang yang melakukan pengambilan keputusan disebut decision 
maker. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif 
terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti 
(digunakan) sebagai suatu cara pemecahan masalah. Setiap keputusan yang 
dibuat pasti ada tujuan yang akan dicapai. Inti dari pengambilan keputusan 
terletak dalam perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan apa yang 
sedang diperhatikan, serta dalam pemilihan alternatif yang tepat, tentu saja 
setelah dilakukan suatu evaluasi (penilaian) mengenai efektivitas alternatif 
tersebut dalam mencapai tujuan yang dikehendaki pengambil keputusan. 
Salah satu komponen terpenting dari proses pengambilan keputusan ialah 
kegiatan pengumpulan informasi. Proses pembuatan atau pengambilan 
keputusan relatif sangat mudah jika didukung oleh pengumpulan informasi yang 
lengkap. Akan tetapi, di dalam praktek sangat tidak mungkin untuk 
mengumpulkan informasi secara lengkap, mengingat keterbatasan dana, waktu, 
dan tenaga. Manulang (1994) dalam Arief (2010:10) mengatakan bahwa 
pengambilan keputusan harus meliputi pengambilan resiko yang telah 
diperhitungkan, sebabresiko yang telah diperhitungkan kadang-kadang menjadi 
kenyataan dan berakibat buruk. 
Pembuatan keputusan adalah bagian kunci kegiatan manajer. Kegiatan ini 
memainkan peranan penting, terutama bila manajer melaksanakan fungsi 
perencanaan. Perencanaan menyangkut keputusan-keputusan sangat penting 
dan jangka panjang yang dapat dibuat manajer. Dalam proses perencanaan, 
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manajer memutuskan tujuan-tujuan organisasi yang akan dicapai, sumber daya 
yang akan digunakan, dan siapa yang akan melaksanakan setiap tugas yang 
dibutuhkan. Seluruh proses perencanaan itu melibatkan manajer dalam 
serangkaian situasi pembuatan keputusan. Kualitas keputusan-keputusan 
manajer akan menentukan efektivitas rencana yang disusun. 
2.1.5.1 Fungsi dan Tujuan Pengambilan Keputusan 
Menurut Hasan (2004) dalam Arief (2010:10), pengambilan keputusan 
sebagai suatu kelanjutan dari cara-cara pemecahan masalah memiliki beberapa 
fungsi, yaitu sebagai pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang 
sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara 
institusional maupun secara organisasional. Pengambilan keputusan juga 
berfungsi sebagai sesuatu yang bersifat futuristik, artinya berhubungan dengan 
hari esok atau masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya 
berlangsung cukup lama. 
Hasan juga merumuskan bahwa tujuan pengambilan keputusan dapat 
dibedakan atas dua, yaitu tujuan yang bersifat tunggal dan bersifat ganda. 
Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan 
yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali 
diputuskan, tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Adapun tujuan yang 
bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih 
dari satu masalah, artinya satu keputusan yang diambil itu sekaligus 
memecahkan dua masalah atau lebih, yang sifatnya kontradiktif atau yang tidak 
bersifat kontradiktif. 
2.1.5.2 Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan 
Dasar-dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan ada 
bermacam-macam, tergantung dengan keadaan/permasalahannya. Menurut 
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Terry dalam Hasan (2004) dalam Arief (2010:10), disebutkan dasar-dasar dari 
pengambilan keputusan yang berlaku adalah sebagai berikut. 
1. Intuisi 
Pengambilan keputusan yang berdasar atas intuisi atau perasaan memiliki 
sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan 
berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa kebaikan dan kelemahan. 
Beberapa kebaikan dari pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, yaitu waktu 
yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek. Untuk masalah 
yang pengaruhnya terbatas, pengambilan keputusan berdasarkan intuisi akan 
memberikan kepuasan pada umumnya. 
Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi juga memiliki kelemahan, 
antara lain keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik dan sulit mencari alat 
pembandingnya, sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya. 
Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi seringkali mengabaikan dasar-dasar 
pengambilan keputusan yang lainnya. 
2. Pengalaman 
Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi 
pengetahuan praktis. Seseorang yang berpengalaman dapat memperkirakan 
keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, serta baik-buruknya 
keputusan yang akan dihasilkan. Terkadang berdasarkan pengalaman 
seseorang, suatu masalah dapat diduga cara penyelesaiannya walaupun hanya 
dengan melihat sepintas saja. 
3. Fakta 
Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan 
yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap 
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pengambil keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima 
keputusan-keputusan yang dibuat dengan rela dan lapang dada. 
4. Wewenang 
Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh 
pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya 
terhadap orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan 
berdasarkan wewenang juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. 
Kelebihannya, antara lain kebanyakan penerima keputusan adalah bawahan, 
terlepas apakah penerima keputusan tersebut menerima secara sukarela 
ataukah secara terpaksa. Keputusan berdasarkan wewenang juga dapat 
bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Adapun kelemahan 
pengambilan keputusan yang berdasarkan wewenang, yaitu dapat menimbulkan 
sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktik diktatorial, serta sering melewati 
permasalahan yang seharusnya dipecahkan. 
5. Rasional 
Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang 
dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, serta konsisten untuk 
memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat 
dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam 
pengambilan keputusan secara rasional terdapat beberapa hal penting untuk 
dipertimbangkan, yaitu kejelasan masalah, orientasi tujuan, pengetahuan 
alternatif, preferensi yang jelas, dan hasil maksimal. 
Pengambilan keputusan secara rasional ini berlaku sepenuhnya dalam 
keadaan yang ideal. Menurut Ikhsan dan Ishak (2005:212), keterbatasan 
pengambilan keputusan secara rasional yang dimiliki individu sangat 
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bervariasi/berbeda antara satu dengan yang lain. Berbagai keterbatasan tersebut 
yaitu sebagai berikut. 
1. Lingkup pengetahuan yang tersedia dalam kaitannya dengan seluruh 
alternatif yang mungkin dan konsekuensinya. 
2. Gaya kognitif tiap individu, misalnya seperti kemampuan untuk berpikir 
secara kritis dan analitis, ketergantungan dengan orang lain, dan 
sebagainya. 
3. Struktur nilai individu yang berubah. 
4. Tendensi individu yang lebih cenderung untuk “memuaskan” daripada 
untuk melakukan optimalisasi. 
Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh 
pemimpin atau manajermenurut Millet dalam Hasan (2004) dalam Arief (2010:15) 
adalah jenis kelamin, peranan pengambil keputusan, dan keterbatasan 
kemampuan. Pria umumnya bersifat leih tegas atau berani dan cepat mengambil 
keputusan dan wanita umumnya relatif lebih lambat dan sering ragu-ragu. 
Peranan bagi orang yang mengambil keputusan itu perlu diperhatikan, yaitu 
mencakup kemampuan mengumpulkan informasi, kemampuan menganalisis dan 
menginterpretasikan, serta kemampuan menggunakan konsep yang cukup luas 
tentang perilaku manusia secara fisik, untuk memperkirakan perkembangan-
perkembangan hari depan yang lebih baik. Penting pula didasari adanya 
kemampuan yang terbatas dalam pengambilan keputusan di bidang manajemen, 
yang dapat bersifat institusional ataupun bersifat pribadi. 
2.1.5.3 Kebijakan Keuangan 
Kebijakan keuangan merupakan salah satu hasil dari suatu pengambilan 
keputusan. Kebijakan keuangan pemerintah didasari atas suatu pertimbangan-
pertimbangan tertentu, baik dengan melihat laporan keuangan, maupun aspek-
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aspek ekonomi, sosial, dan politik. Hanafi dan Mugroho (2009:1) mengatakan 
bahwa kebijakan keuangan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam 
melakukan tindakan yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan 
strategi yang telah dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan 
sasaran. 
Ada pula organisasi non-pemerintah, Kaskus dalam situs resminya 
(www.kaukustujuhbelas.org) mengemukakan bahwa kebijakan keuangan 
pemerintah merupakan prinsip dan tujuan yang menjadi pedoman dalam 
pengelolaan keuangan pemerintah. Selain itu, kebijakan keuangan juga diartikan 
sebagai kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi pengambilan keputusan di 
bidang keuangan. Kebijakan-kebijakan tersebut memberi arahan dalam 
mengembangkan strategi dan menjadi acuan dalam mengevaluasi dan 
memonitor kinerja sistem manajemen keuangan pemerintah. Kebijakan 
keuangan juga merupakan pernyataan yang dibuat oleh pembuat kebijakan 
untuk menjelaskan filosofi manajemen keuangan mereka. 
Salah satu bentuk kebijakan keuangan di Indonesia antara lain berupa 
peraturan pemerintah yang terkait keuangan,baik yang dituangkan dalam 
undang-undang maupun yang dituangkan dalam keputusan menteri. Kebijakan 
yang tercantum dalam peraturan pemerintah maupun keputusan menteri 
keuangan merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan oleh para 
pengambil keputusan (decision makers). 
Dalam pengambilan kebijakan keuangan daerah, hal-hal yang menjadi 
dasar pengambilan kebijakan tentu terdiri dari beragam macam informasi, tidak 
hanya informasi akuntansi namun juga dibutuhkan informasi politik, sosial, dan 
informasi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan urusan daerah. Kebijakan 
keuangan daerah juga biasanya diatur dalam peraturan kepala daerah. 
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Peraturan kepala daerah ini biasanya disusun sesuai dengan potensi daerah. 
Kebijakan keuangan di setiap daerah memegang peranan penting dalam 
pembangunan daerah. Hal ini disebabkan setiap pembangunan daerah pasti 
disertai dengan perencanaan keuangan yang tepat. 
2.1.5.4 Perencanaan dan Pengendalian 
Mardiasmo (2009:31) mengatakan bahwa akuntansi manajemen sektor 
publik utamanya berperan dalam penyediaan informasi akuntansi yang kemudian 
digunakan oleh manajer publik untuk melakukan fungsi perencanaan dan 
pengendalian organisasi, termasuk pula di dalamnya pengendalian keuangan. 
Perencanaan menurut Mardiasmo (2009:33) adalah “cara organisasi 
menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang 
sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional.” Dalam hal 
perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian 
informasi historis atau prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Perencanaan 
organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang 
akan datang. 
Salah satu bentuk perencanaan pemerintah yaitu menentukan harga 
pelayanan publik.Memberikan pelayanan kepada masyarakat (public services) 
merupakan salah satu tugas pokok pemerintah.Pemberian pelayanan publik 
seperti penyediaan air bersih, listrik, jasa telekomunikasi, dan lain-lain pada 
dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu pajak dan pembebanan 
langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik.Jika pelayanan 
publik dibiayai dengan pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa 
memperdulikan apakah wajib pajak menikmati secara langsung jasa tersebut 
atau tidak. Hal tersebut disebabkan pajak merupakan iuran masyarakat kepada 
negara yang tidak memiliki kontraprestasi individual yang secara langsung dapat 
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dinikmati oleh pembayar pajak. Jika pelayanan publik dibiayai melalui 
pembebanan langsung, maka yang membayar hanyalah mereka yang 
memanfaatkan jasa pelayanan publik tersebut, sedangkan yang tidak 
menggunakan tidak diwajibkan untuk membayar. Penentuan harga atau tarif 
suatu pelayanan harus memiliki dasar yang rasional dan objektif, tidak boleh 
hanya berdasarkan subjektivitas pimpinan saja. 
Untuk menjamin bahwa strategi dalam mencapai tujuan organisasi dapat 
dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu 
sistem pengendalian yang baik. Setiap organisasi memiliki pola pengendalian 
yang berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Alat 
pengendalian organisasi sektor publik lebih banyak berupa peraturan birokrasi 
karena sifatnya yang tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang 
besar.Mardiasmo (2009:35) berpendapat bahwa “fungsi utama informasi 
akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian.” Hal ini dikarenakan informasi 
akuntansi bersifat kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam ukuran finansial, 
sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap 
unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi 
secara keseluruhan. 
Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari 
sebuah koin, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. 
Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak 
lanjut (follow-up) untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. 
Tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada 
target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. 
Dalam proses perumusan dan penentuannya, perencanaan dan 
pengendalian suatu organisasi membutuhkan berbagai informasi, salah satunya 
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yaitu informasi akuntansi (laporan keuangan). Dilihat dari informasi yang 
terkandung dalam laporan keuangan, seharusnya informasi tersebut dapat 
digunakan oleh pemerintah untuk penentuan perencanaan dan pengendalian 
keuangan suatu daerah. 
 
2.2 Tinjauan Empiris 
Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi tinjauan empiris dari 
penelitian ini merupakan penelitian di organisasi sektor privat. Peneliti 
memaparkan penelitian sektor privat disebabkan masih kurangnya penelitian 
mengenai pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan 
pemerintah. Penelitian di sektor privat berikut menunjukkan bahwa informasi 
akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan berperan penting bagi 
pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan/kebijakan, utamanya 
yaitu kebijakan keuangan. 
Rusmanto (2006) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Terhadap Penggunaannya Dalam 
Pengambilan Keputusan Kredit Bank Umum di Banjarmasin” memberikan hasil 
bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan secara simultan berpengaruh 
positif terhadap penggunaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. 
Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan, utamanya laporan keuangan 
yang berkualitas, memiliki peran penting dalam suatu pengambilan keputusan. 
Dewi dan Mukhyi (2009) melalui penelitian berjudul “Pengaruh Luas 
Pengungkapan Laporan Keuangan Tahunan Pada Perusahaan Manufaktur Di 
Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengambilan Keputusan Oleh Investor” 
menunjukkan hasil bahwa semakin lengkap laporan keuangan yang disajikan 
perusahaan maka akan lebih meningkatkan kepercayaan investor terhadap 
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perusahaan dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan laporan tahunan 
perusahaan merupakan salah satu sumber informasi untuk pengambilan 
keputusan investasi. 
Penelitian yang dilakukan oleh Arief (2010) mengenai peran laporan 
keuangan dan intuisi dalam pengambilan keputusan kredit (studi empiris pada 
perbankan Kota Semarang) menunjukkan hasil bahwa informasi akuntansi 
berupa laporan keuangan berpengaruh positif dan signifkan terhadap 
pengambilan keputusan kredit. Organisasi yang memiliki informasi akuntansi 
berupa laporan keuangan yang lebih baik dan lengkap akan memberikan 
informasi yang lengkap untuk pertimbangan pengambilan keputusan kredit yang 
lebih kuat dan lebih baik. 
 
2.3 Kerangka Pemikiran 
Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan 
penyusunan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Salah satu 
tujuan umum pelaporan keuangan pada unit pemerintahan, yaitu untuk 
memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, 
sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan 
pengelolaan (stewardship). Laporan keuangan yang disajikan diharapkan tidak 
hanya menjadi media penyalur informasi, tetapi juga menjadi fasilitator, 
penyaring, dan pemberi makna bagi penggunanya, utamanya pemerintah dalam 
memaknai laporan keuangan untuk perumusan kebijakan keuangan demi 
pencapaian tujuan akhir pemerintah yang bersangkutan. 
Untuk bisa menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, terlebih 
dahulu disusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
secara terpisah. Sementara itu, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
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(SKPKD) juga menyusun laporan keuangan sebagai Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah (PPKD). Pada saat akan disusun laporan keuangan 
pemerintah daerah, maka laporan keuangan SKPD dan SKPKD digabungkan 
untuk menjadi laporan keuangan tingkat pemerintah daerah. Format laporan 
keuangan SKPKD sama seperti laporan keuangan SKPD, yang berbeda 
hanyalah cakupan transaksi dan akun yang digunakannya.  
Saat ini telah ada standar akuntansi pemerintahan yang terbaru, yaitu 
berbasis akrual, yang diatur dalam PP No.71 tahun 2010. Terdapat 7 (tujuh) 
laporan keuangan pokok menurut standar ini, yaitu laporan realisasi anggaran 
(LRA), neraca, laporan arus kas (LAK), catatan atas laporan keuangan (CaLK), 
laporan perubahan saldo anggaran lebih (laporan perubahan SAL), laporan 
operasional (LO), dan laporan perubahan ekuitas (LPE). Namun peneliti 
menggunakan komponen laporan keuangan menurut PP No.24 tahun 2005 
sebagai acuan dalam penilitian ini. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya 
bahwa penerapan PP No.71 tahun 2010 ini masih belum merata hingga ke 
pelosok negeri. Masih ada beberapa kabupaten yang belum menerapkan 
peraturan ini disebabkan kurangnya pemahaman sumber daya manusia (SDM) 
daerah serta kurangnya pula sosialisasi dari pemerintah pusat tentang peraturan 
baru tersebut, yang menganut perubahan dari basis kas menjadi basis akrual. 
Laporan keuangan yang disusun berdasarkan periode tertentu diharapkan 
dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan keuangan yang 
mendukung pencapaian sasaran/tujuan akhir pemerintah. Kebijakan keuangan 
yang dilakukan pemerintahan tentu saja berkaitan dengan suatu kegiatan 
perencanaan dan pengendalian atas keuangan daerah. Oleh karena itu, 
dilakukan penelitian mengenai peran informasi akuntansi, yaitu berupa laporan 
realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas 
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laporan keuangan (CaLK) dalam pengambilan kebijakan keuangan yang terkait 
perencanaan dan pengendalian keuangan yang dibuat oleh pemerintahan 
daerah (SKPD/SKPKD). Kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai 
berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
 
Laporan Keuangan: 
1. Neraca 
2. Laporan realisasi 
Anggaran 
3. Laporan Arus Kas 
4. Catatan atas 
Laporan Keuangan 
Informasi Akuntansi 
Pengambilan 
Kebiajakan 
Keuangan 
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2.4 Hipotesis 
Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya di sektor 
privat yaitu Rusmanto (2006) dan Arief (2010) yang hasilnya menunjukkan 
bahwa informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengambilan keputusan kredit. Selain itu, ada pula penelitian yang dilakukan 
oleh Dewi dan Mukhyi (2009) yang menunjukkan bahwa informasi akuntansi 
memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan investasi pada 
perusahaan di bursa efek Indonesia (BEI). 
Ha  : Informasi akuntansi berpengaruh positif dalam pengambilan 
kebijakan keuangan pemerintahan daerah. 
Ho: Informasi akuntansi tidak berpengaruh positif dalam pengambilan 
kebijakan keuangan pemerintanan daerah. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan 
penekanan pada pengujian empiris melalui pengukuran variabel-variabel 
penelitian dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Untuk menguji 
dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh informasi akuntansi dalam 
pengambilan kebijakan keuangan pemerintahan daerah peneliti menggunakan 
analisis statistik deskriptif.  
 
3.2 Tempat dan Waktu  
Penetapan lokasi dari suatu penelitian sangat penting dalam rangka 
pertanggungjawaban data yang diperoleh. Oleh karena itu, lokasi penelitian perlu 
ditetapkan terlebih dahulu. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian yaitu 
Kabupaten Gorontalo. Sedangkan jangka waktu penelitian hingga 
perampungannya diperkirakan 2 (dua) bulan.  
Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pelaksanaan suatu kegiatan 
pembangunan maupun pengembangan daerah pasti membutuhkan dana untuk 
pelaksanaannya. Oleh sebab itu, pengambilan kebijakan keuangan di kabupaten 
ini menjadi objek yang menarik untuk diteliti. 
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3.3 Populasi dan Sampel 
Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintahan 
provinsi Gorontalo, sedangkan sampel penelitiannya adalah 60 orang para 
pengambil kebijakan keuangan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan 
laporan keuangan di pemerintahan daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan Asset Daerah (DDPKAD) kabupaten Gorontalo. 
 
3.4 Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data 
sekunder. Adapun data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek 
penelitian, yang memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. Data primer ini 
berupa kuesioner kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan 
keuangan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain 
di luar responden. Data sekunder ini berupa arsip dan dokumen-dokumen 
pemerintahan yang terkait dengan kebijakan keuangan daerah. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 
penelitian. Oleh karena itu, seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan 
data agar mendapatkan data yang valid. Teknik pengumpulan data yang 
dipaparkan oleh Sugiyono (2010:225), yaitu sebagai berikut. 
1. Kuesioner 
Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak 
langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Instrumen 
atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan-
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pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Responden 
mempunyai kebiasaan untuk memberikan jawaban atau respon sesuai dengan 
persepsinya. Data yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang 
diberikan dalam menguji variabel independen dan dependen terdiri dari lima 
tingkatan, (skala 1-5) untuk pernyataan positif alternatif jawaban yaitu: sangat 
setuju (SS) = 5, setuju (S)= 4, kurang setuju (KS) = 3, tidak setuju (TS) = 2, dan 
sangat tidak setuju (STS)= 1. 
 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
3.6.1  Devinisi Variabel dan Pengukurannya 
Sesuai dengan judul skripsi, yaitu pengaruh informasi akuntansi dalam 
pengambilan kebijakan keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota 
gorontalo, maka penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
a. Variabel Bebas (Independent Variable) 
Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independent 
variable) adalah Informasi Akuntansi. 
b. Variabel Terikat (Dependent Variable) 
 Sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka yang akan menjadi 
variabel terikat (dependent variable) adalah Pengambilan Kebijakan. 
 
3.6.2  Operasional Variabel 
Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Pengaruh Informasi Akuntansi 
dalam Pengambilan Kebijakan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
Gorontalo, maka terdapat dua variabel yaitu: 
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a. Informasi Akuntansi 
informasi akuntansi adalah data-data ekonomi (keuangan) dari 
suatu organisasi/entitas, yang sudah diolah menjadi suatu bentuk data 
kuantitatif yang lebih berguna bagi penerima dalam pengambilan 
keputusan ekonomi (keuangan), baik masa sekarang atau yang akan 
datang. Informasi akuntansi merupakan komponen penting dalam 
menciptakan akuntabilitas. Dalam suatu organisasi/entitas, informasi 
akuntansi ini berbentuk laporan keuangan yang selalu dilaporkan setiap 
satu periode, biasanya 1 tahun. Laporan keuangan pada hakikatnya 
merupakan output dari suatu proses akuntansi yang disusun berdasarkan 
prinsip-prinsip akuntansi berterima umum (PABU), yang nantinya 
digunakan sebagai alat informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan. Responden diminta menjawab tentang bagaimana 
persepsi mereka, memilih diantara lima jawaban mulai dari sangat setuju 
sampai ke jawaban sangat tidak setuju.  
b. Pengambilan Kebijakan 
 Pengambilan keputusan (decision making) Menurut Terry 
dalam Hasan (2004) dalam Arief (2010:8), pengambilan keputusan 
adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif 
yang ada. Sementara itu Menurut Stoner dalam Hasan (2004)dalam Arief 
(2010:8), pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk 
memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Pendapat lain 
yang dikemukakan oleh Fahmi (2011:2) tentang pengambilan keputusan, 
yaitu keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari 
latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga terbentuknya 
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kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi inilah yang selanjutnya 
dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan 
keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi 
jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan 
atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor 
ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah. 
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Tabel 3.1 
Operasional Variable Informasi Akuntansi 
VARIABEL DIMENSI INDIKATOR SKALA 
Informasi 
Akuntansi 
(independent 
variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Penerapan 
informasi 
akuntansi 
 
Sumber: 
Accounting 
Principles 
Board (1970) 
 
 
 
2. Laporan 
keuangan 
 
Sumber: PP 
no 71 tahun 
2010 (Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Penerapan informasi akuntansi di 
lembaga sudah baik. 
 Data-data keuangan dalam 
informasi akuntansi daerah 
menunjukkan akifitas ekonomi 
daerah. 
 Informasi akuntansi digunakan 
dalam pengambilan keputusan 
mengenai kebijakan daerah. 
 
Kualitas laporan keuangan: 
a. Relevan  
 Memiliki manfaat umpan balik 
 Memiliki manfaat prediktif 
 Tepat waktu 
 Lengkap 
 
b. Andal  
 Tidak mengandung informasi 
yang menyesatkan dan 
kesalahan material. 
 Penyajian jujur 
 Dapat diverifikasi. 
 
c. Dapat dibandingkan 
 Dapat dibandingkan dengan 
periode sebelumnya. 
 
d. Dapat dipahami 
 Memiliki pengetahuan 
memadai. 
 
Likert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Likert 
 
 
 
 
 
Likert 
 
 
 
 
 
 
 
Likert 
 
 
 
Likert 
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Tabel 3.2 
Operasional variable Pengambilan Kebijakan 
VARIABEL DIMENSI INDIKATOR SKALA 
Pengambilan 
Kebijakan 
(dependent 
Variable) 
 
Sumber: Terry 
(2004), Arif 
(2010:8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Dasar 
pengambilan 
kebijakan 
 
 
 
2. Faktor 
mempengaru
hi 
pengambilan 
kebijakan 
 
 
3. Kebijakan 
keuangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Intuisi,  
 Pengalaman 
 Fakta 
 Wewenang 
 Rasional 
 
 Jenis kelamin 
 Peranan 
pengambil 
keputusan 
 Keterbatasan 
kemampuan 
 
 Alat pengendalian 
keuangan dalam 
pemerintahan. 
 
 Menunjang 
pengembangan 
dan pembangunan 
 
 Perumusan 
pengambilan 
kebijakan 
 
 Perencanaan dan 
pengendalian 
keuangan. 
 
Likert 
 
 
 
 
 
 
Likert 
 
 
 
 
 
 
Likert 
 
 
3.7 Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk 
mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, 
mengolah, menganalisis dan menyajikan data-data secara sistematis, serta 
objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu 
hipotesis.Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang 
diteliti. Untuk mengetahui kuesioner berkualitas dilakukan uji validitas dan 
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reliabilitas. Pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan 
akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. Penjelasan kedua uji 
tersebut sebagai berikut: 
1. Uji Validitas Item 
Menurut Consultant (2011), validitas adalah ketepatan atau 
kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji 
validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. 
Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner 
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 
tersebut (Pratisto, 2009 dalam Suparyanto, 2011). Dalam penelitian ini 
mengetahuivaliditas angket dengan menggunakan rumus product 
moment sebagai berikut: 
Rumus Person Product Momen 
 
Keterangan:   
 r  = kefisien korelasi 
 Ʃx  = jumlah skor item 
Ʃy  = jumlah skor total item  
n  = jumlah responden  
 
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas pada dasarnya untuk mengetahui apakah alat 
pengumpulan data pada dasarnya menunjukan ketepatan, keakuratan, 
kestabilan, atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala 
     2222
.
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tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan terhadap 
pernyataan-pernyataan yang sudah valid, untuk mengetahui sejauh mana 
hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali 
terhadap gejala yang sama. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji 
konsistensi kuisioner dalam mengukur suatu kontrak yang sama atau 
stabilitas kuisioner jika digunakan dari waktu ke waktu. Reliabilitas 
instrument penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan 
koefisien cronbach’s Alpha. Jika nilai koefisien alpha sama dengan atau 
lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrument penelitian 
tersebut handal atau reliabel (Ghozali, 2005). Koefisien korelasi antara 
dua kelompok tersebut menunjukan kehandalan internal alat ukur yang 
digunakan. Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan koefisien reliabitas Alpha cronbach (Ghozali, 2005) yaitu :  
𝑎 = [
𝑘
𝑘 − 1
] [1 −
𝑆𝑖2
𝑆𝑥2
] 
Keterangan : 
Α = Koefisien reliabilitas 
K = jumlah instrumen pertanyaan/pernyataan 
∑Si2 = Jumlah varians dari setiap instrumen 
Sx2  = Varians dari keseluruhan instrumen 
 
 
3.8 Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier sederhana. 
Penggunaan teknik ini karena dalam penelitian ini hanya digunakan satu variabel 
terikat (Pengambilan Kebijakan) dan satu variabel independen (Informasi 
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akuntansi). Model yang akan dibentuk sesuai dengan tujuan penelitian 
(Sugiyono, 2009: 261) adalah: 
Y = a + bX 
Y : Variabel dependen (Pengambilan Kebijakan) 
X : Variabel independen (Informasi akuntansi) 
b : Angka arah atau koefisien regresi 
a : Intercept atau konstanta 
 
3.9 Pengujian Hipotesis 
Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi linear 
sederhana, terlebih dahulu data tersebut diuji kenormalannya, apakah data 
tersebut berdistribusi secara normal atau tidak. Jika data yang diperoleh itu tidak 
terdistribusi dan variansinya tidak sama, maka pengujian hipotesis dilakukan 
dengan alat statistik nonparametrik. Pengujian normalitas data dilakukan dengan 
melihat grafik penyebaran data dan kolmogorow–smirnov. Jika tingkat 
signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data itu terdistribusi normal. Jika nilai 
signifikan lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal.  
Pengujian hipotesis bertujuan menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel 
independen yaitu Informasi Akuntansi dalamPengambilan Kebijakan sebagai 
variabel dependen. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisa 
regresi linear sederhana (Uji t).  
Dengan menggunakan analisis regresi sderhana maka penelitian yang akan 
diuji dirumuskan menjadi hipotesis statistik berikut:  
H0: B = 0 Informasi akuntansi tidak berpengaruh dalam pengambilan kebijakan.  
Ha: B ≠ 0 Informasi akuntansi berpengaruh dalam pengambilan kebjakan. 
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Secara individual uji statistik yang digunakan adalah uji t. Uji t digunakan 
untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t 
dilakukan dengan membandingkan antara thitung dengan ttabel. Untuk menentukan 
nilai ttabel ditentukan dengan tingkat signifikasi 5% dengan derajat kebebasan df = 
(n-k) dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria 
pengujian yang digunakan adalah:  
Jika t hitung> t tabel (n-k) maka Ho ditolak,  
Jika t hitung< t tabel (n-k) maka Ho diterima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Hasil Penelitian 
4.1.1 Tinjauan Umum Tentang Subyek Penelitian 
4.1.1.1 Sejarah Singkat DPPKAD Kabupaten Gorontalo 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan 
salah satu unit organisasi yang berada dibawah koordinasi Asisten Administrasi 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2007 dengan fungsi 
pokoknya yaitu mengelola administrasi keuangan daearh Kabupaten Gorontalo 
yang terdiri dari Sekretariat dan 4 Bidang yaitu Bidang Pendapatan, Bidang 
anggaran dan Verifikasi, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset. 
Sebagaimana keputusan Bupati Gorontalo Nomor 57 Tahun 2007, bahwa 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas 
melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan, pengelolaan 
keuangan dan aset daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan dengan fungsi: 
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan 
keuangan dan aset daerah. 
2. Pengelolaan administrasi keuangan daerah. 
3. Pelaksanaan pelayanan umum. 
4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas  
5. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas. 
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Selanjutnya dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pengelolaan 
keuangan daerah. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
senantiasa berupaya untuk mnyempurnakan sistem dan prosedur yang ada agar 
dapat mendeteksi dan mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam 
pengelolaan keuangan daerah. 
 
4.1.1.2 Visi Misi DPPKAD Kabupaten Gorontalo 
Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Kabupaten Gorontalo adalah terwujudnya peningkatan penerimaan 
pendapatan daerah secara optimal dan berkelanjutan serta pengelolaan 
keuangan dan pengelolaan aset daerah yang bersih, transparan dan akuntabel 
demi terciptanya kredibilitas, keterbukaan dan keandalan sistem manajemen 
keuangan daerah. 
Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD0 Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut: 
1. Mewujudkan peningkatan capaian penerimaan pendapatan dan 
pengelolaan keuangan daerah yang bersih, berkelanjutan dan 
transparan. 
2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan 
wajib retribusi. 
3. Meningkatkan kelancaran sistem dan mekanisme kerja dalam 
pemungutan pendapatan daerah. 
4. Mewujudkan aparat pengelola keuangan dan aset daerah yang 
berkualitas. 
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5. Mengembangkan sistem manajemen keuangan daerah dan aset 
daerah. 
 
Agar misi dapat dijalankan dengan baik, maka SKPD perlu menetapkan 
tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuanagan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 
Gorontalo adalah: 
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah. 
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam membayar pajak dan 
retribusi daerah. 
3. Meningkatkan kualitas perencanaan keuangan daerah agar mampu 
menyelaraskan antara potensi daerah dan kebutuhan daerah. 
4. Meningkatkan aksebilitas publik terhadap produk-produk pengelolaan 
keuangan daerah. 
5. Meningkatkan dan menyempurnakan sistem manajemen keuangan 
daerah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan 
terpercaya. 
6. Mempertahankan, sekaligus menyempurnakan sistem pengelolaan 
manajemen keuangan dan aset daerah yang telah berhasil 
menyajikan laporan keuangan yang handal sehingga mendapatkan 
opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD tahun 2009. 
 
4.1.1.3 Struktur Organisasi 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang 
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan 
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Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo adalah sebagai 
berikut: 
 
Gambar 4.1 Organisasi dan Tata Kerja DKPP Kab. Gorontalo 
 
4.1.2 Analisis Statistik 
4.1.2.1 GambaranUmum Responden 
 Pada penelitian yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mengambil sampel sebanyak 60 
responden. Penelitian dilakukan selama satu bulan yaitu pada bulan April 2014. 
Responden yang terpilih menjadi sampel penelitian terdiri dari berbagai latar 
belakang yang berbeda mulai dari tingkat pendidikan sampai jabatan saat 
penelitian berlangsung hingga lama bekerja di Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo. Adapun gambaran 
umum atau karakteristik responden adalah sebagai berikut 
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1. Jenis Kelamin 
Tabel 4.2 
Jenis Kelamin Responden 
Jenis Kelamin Frekuensi Persen (%) 
Laki-laki 36 60.0 
Perempuan 24 40.0 
Total 60 100 
  Sumber :Pengolahan Data Primer 2014 
Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah responden laki – laki sebanyak 
36 orang atau sekitar 60 % lebih besar dibandingkan jumlah responden 
perempuan yang hanya berjumlah 24 orang atau sekitar 40 %. 
2. Pendidikan Terakhir 
Tabel 4.3 
Pendidikan Terakhir Responden 
Pendidikan Terakhir Frekuensi Persen (%) 
S1 48 80.0 
SMA 12 20.0 
Total 60 100 
Sumber : Pengolahan Data Primer 2014 
Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa pendidikan responden lebih banyak 
bergelar S1 yaitu sekitar 48 responden daripada SMA yaitu hanya 12 
responden.  
3. Usia 
Tabel 4.4 
Usia Responden 
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Usia Frekuensi Persen (%) 
25 – 30 24 40.0 
31 – 41 36 60.0 
Total 60 100 
         Sumber : Pengolahan Data Primer 2014 
Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa kebanyakan responden berumur 31 – 
41 tahun, yaitu sebanyak 36 orang dan sebanyak 24 orang yang berumur 25 - 
30 yang semuanya itu merupakan kepala bagian dan staf DPPKAD 
Kabupaten Gorontalo. 
4. Lama Bekerja 
Tabel 4.5 
Lama Bekerja Responden 
Lama Bekerja Frekuensi Persen (%) 
2 – 9 46 76.67 
10 – 20 14 23.33 
Total 60 100 
                 Sumber : Pengolahan Data Primer 2014 
Berdasarkan dari tabel diatas, menunjukkan jumlah responden yang paling 
lama bekerja yaitu lebih 10 – 20  tahun yaitu sebanyak 14 responden. Ini 
menunjukkan bahwa responden yang memiliki pengalaman dalam pekerjaan. 
 
4.1.2.2 Kualitas Data 
 Sebelum menguji hipotesis, data yang diperoleh harus di uji kualitasnya. 
Kualitas data diukur melalui dua tahap yaitu validitas dan realibilitas. Validitas 
untuk melihat ketepatan atau kecermatan instrumen dalam mengukur sedangkan 
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realibilitas apakah instrumen yang digunakan sudah konsisten dalam 
mengungkapkan gejala tertentu. Berikut ini gambaran hasil kuesioner. 
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviatio
n 
X (Informasi 
Akuntansi) 
60 46.00 60.00 52.1000 3.58764 
Y (Kebijakan 
Keuangan) 
60 25.00 35.00 29.5667 2.61266 
Valid N (listwise) 60     
Sumber : Hasil Olahan Data Primer 
Dari tabel statistik deskriptif di atas dapat kita ketahui jumlah responden 
berjumlah 60 orang. Nilai minimum pada variabel X adalah 46 sedangkan nilai 
maksimumnya adalah 60 dengan mean 52.1 dan standar deviasi 3.587. 
Sedangkan nilai minimum pada variabel Y adalah 25 dan nilai maksimumnya 
mencapai 35 sehingga mean berada pada nilai 29.567 dengan standar deviasi 
2.613. 
 
4.1.2.3 UjiValiditasdanReliabilitasVariabel X (Informasi Akuntansi) 
 Berikut ini tabel validitas variabel X (informasi akuntansi). 
Tabel 4.7 Validitas Variabel X (Informasi Akuntansi) 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
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Butir 1 47.8500 11.181 .514 .827 
Butir 2 47.8667 11.304 .330 .842 
Butir 3 47.7500 10.869 .512 .826 
Butir 4 47.6667 10.734 .576 .821 
Butir 5 47.7500 10.936 .535 .825 
Butir 6 47.6333 10.982 .491 .828 
Butir 7 47.8000 11.112 .502 .827 
Butir 8 47.8833 10.817 .517 .826 
Butir 9 47.5833 10.993 .486 .828 
Butir 10 47.5833 10.756 .563 .822 
Butir 11 47.8833 10.884 .496 .828 
Butir 12 47.8500 11.113 .539 .825 
Sumber :Hasil olahan data primer 2014 
 Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dinyatakan bahwa setiap butir 
pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel informasi akuntansi sudah 
valid karena semua nilai yang tertera pada kolom 4 (corrected item corelation) 
bernilai lebih besar dari 0.2. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pertanyaan 
mengenai informasi akuntansi dapat dipahami oleh responden sehingga jawaban 
yang diberikan dapat digunakan untuk mengukur variabel X atau valid. Tabel 
berikut memuat hasil uji reliabilitas variabel informasi akuntansi. 
Tabel 4.8 Reliabiltas Variabel X (Informasi Akuntansi) 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.839 12 
Sumber : Hasil olahan data primer 2014 
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 Pada tabel 4.4 dapat dilihat nilai cronbach alpha dari variabel informasi 
akuntansi adalah 0.839 sehingga dapat dinyatakan reliabel karena nilainya lebih 
besar dari 0.6. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban dari hasil pertanyaan 
mengenai informasi akuntansi yang terdapat di kuesioner dapat dikategorikan 
handal atau sudah konsisten sehingga dapat diuji. 
 
4.1.2.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Y (Kebijakan Keuangan) 
Berikut ini table validitas variable Y (kebijakan keuangan). 
Tabel 4.9 Validitas Variabel Y (Kebijakan Keuangan) 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Butir 1 25.2833 5.359 .599 .779 
Butir 2 25.4500 4.557 .772 .741 
Butir 3 25.2833 5.223 .672 .769 
Butir 4 25.3000 5.231 .685 .767 
Butir 5 25.2833 6.003 .277 .825 
Butir 6 25.5333 4.355 .500 .821 
Butir 7 25.2667 5.487 .520 .791 
Sumber : Hasil olahan data primer 2014 
Berdasarkan tabel validitas variabel kebijakan keuangan di atas dapat 
dinyatakan bahwa setiap butir pernyataan yang digunakan untuk mengukur 
variabel informasi akuntansi sudah valid karena semua nilai yang tertera pada 
kolom 4 (corrected item corelation) bernilai lebih besar dari 0.2. Hal ini 
menunjukkan bahwa setiap pertanyaan mengenai kebijakan keuangan dapat 
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dipahami oleh responden sehingga jawaban yang diberikan dapat digunakan 
untuk mengukur variabel Y atau dinyatakan valid.  
Tabel 5.0 Reliabiltas Variabel Y (Kebijakan Keuangan) 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.810 7 
Sumber : Hasil olahan data primer 2014 
 Pada tabel 4.6 dapat dilihat nilai cronbach alpha dari variabel kebijakan 
keuangan adalah 0.810 sehingga dapat dinyatakan reliabel karena nilainya lebih 
besar dari 0.6. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban dari hasil pertanyaan 
mengenai kebijakan keuangan yang terdapat di kuesioner dapat dikategorikan 
handal atau sudah konsisten sehingga dapat diuji. 
 
4.2.3 Uji Normalitas 
 Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat bagaimana distribusi 
data kuesioner. Uji normalitas juga dilakukan sebagai langkah untuk menentukan 
jenis pengujian hipotesis yang akan dilakukan. 
Tabel 5.1 Uji Normalitas Kolmogorow-Smirnov 
 Kolmogorov-Smirnova 
Statistic Df Sig. 
X .187 60 .000 
Y .234 60 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2014 
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Perhatikan tabel Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov, untuk variabel X, 
dan Y memiliki nilai Sign. < 0,05 sehinga tidak memenuhi asumsi normal. Karena 
tidak memenuhi asumsi normal maka uji hipotesis akan dilakukan dengan 
menggunakan uji nonparametrik. Pada penelitian ini uji nonparametrik yang 
digunakan adalah uji korelasi Spearman-Pearson.  
 
4.2.4 UjiHipotesis 
 Peneltian ini akan menggunakan uji korelasi Spearman-Pearson untuk 
menguji hipotesis penelitian. Berikut ini tabel hasil uji korelasi Spearman-
Pearson. 
Tabel 5.2 Uji Korelasi Spearman-Pearson 
 X Y 
X 
Pearson 
Correlation 
1 .601** 
Sig. (2-tailed)  .017 
N 60 60 
Y 
Pearson 
Correlation 
.601** 1 
Sig. (2-tailed) .017  
N 60 60 
Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2014 
H0 : Informasi akuntansi tidak berpengaruh dalam pengambilan kebijakan 
H1 : Informasi akuntansi berpengaruh dalam pengambilan kebijakan 
Kriteria pengujian, 
Jika sig. >0.025 maka H0 diterima, Ha ditolak 
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Jika sig. <0.025 maka H0 ditolak, Ha diterima 
Dari tabel 4.7 dapat kita lihat korelasi antara X dan Y adalah 0.601, angka 
tersebut menunjukkan korelasi yang cukup kuat karena lebih besar 0.5. 
Sedangkan untuk kriteria pengujian didapatkan nilai sig. 0.017 lebih kecil dari 
0.025 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima atau informasi akuntansi berpengaruh 
dalam pengambilan kebijakan keuangan dengan tingkat korelasi yang cukup 
kuat. 
 
4.3 Pembahasan 
4.3.1 Hasil uji Informasi Akuntansi 
Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan untuk menguji informasi 
akuntansi pada pemerintah Kabupaten Gorontalo menunujukan bahwa informasi 
Akuntansi Pemerintahan sudah efektif. Hal ini sesuai dengan perolehan nilai 
rata-rata variabel Informasi Akuntansi (X) sebesar 0.839 yang berarti Informasi 
Akuntansi “Efektif”. Jika dikaitkan dengan hasil kuesioner sebagaimana telah 
dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi 
Pemerintahan pada pemerintah Kabupaten Gorontalo sudah baik. 
 
4.3.2 Hasil uji Kebijakan Keuangan Pemerintahan 
Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan untuk menguji kebijakan 
keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo menunujukan bahwa kebijakan 
Keuangan sudah efektif. Hal ini sesuai dengan perolehan nilai rata-rata variabel 
Kebijakan keuangan (Y) sebesar 0.810. Jika dikaitkan dengan hasil kuesioner 
sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan 
keuangan pemerintah kabupaten Gorontalo  sudah baik. 
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4.3.3 Hasil Uji Pengaruh Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Kebijakan   
Keuangan Pemerintah Daerah 
 
Berdasarkan hasil uji korelasi yang telah dilakukan antara Pengaruh 
Informasi Akuntansi sebagai Variabel X dalam pengambilan kebijakan keuangan 
Sebagai Variabel Y menunjukkan bahwa t hitung sebesar 0,601angka tersebut 
menunjukkan korelasi yang cukup signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sedangkan 
untuk kriteria pengujian menunjukkan nilai sig. sebesar 0.017 lebih kecil dari 
0.025 menunjukkan bahwa variabel Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pengambilan kebijakan keuangan pemerintah daerah. 
Hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara variabel X 
(informasi akuntansi) dan variabel Y (kebijakan keuangan) pada sektor 
pemerintahan yang pada penelitian ini mengambil objek pemerintahan daerah 
Kabupaten Gorontalo menegaskan peran penting informasi akuntansi. Meskipun 
penelitian ini menggunakan objek yang berbeda namun hasil dari penelitian 
mengonfirmasi hasil penelitian sebelumnya yang membahas mengenai peran 
informasi akuntansi dalam pengambilan kebijakan pada sektor privat 
(Rusmanto,2006; Dewi dan Mukhyi, 2009; Arief, 2010). 
 Peran informasi akuntansi (laporan keuangan) dalam pengambilan 
kebijakan keuangan pemerintah daerah mampu menopang perencanaan dan 
pengendalian pemerintah daerah. Pembangunan suatu daerah juga 
membutuhkan informasi akuntansi selain informasi politik, sosial, dan informasi 
lainnya. Hasil penelitian ini juga memperkuat pernyataan Mardiasmo (2009:35) 
bahwa “fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian”. 
 Penelitian ini mempertegas peran informasi akuntansi sebagai dasar 
pengambilan kebijakan. Penelitian Rusmanto (2006), Dewi dan Mukhyi (2009) 
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serta Arief (2010) lebih berfokus pada pengambilan keputusan pengguna 
produk/jasa sebuah perusahaan. Adanya hasil dari penelitian ini menjadikan 
informasi akuntansi tidak hanya penting bagi pengguna produk/jasa sebuah 
perusahaan/layanan publik namun dianggap penting juga bagi para pengambil 
kebijakan di pemerintah untuk menjalankan roda organisasi. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data-data yang telah 
dikemukakan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa informasi 
akuntansi berpengaruh dalam pengambilan kebijakan keuangan pemerintah 
daerah Kabupaten Gorontalo. Informasi akuntansi (laporan keuangan) tidak 
hanya menjadi aksesoris tetapi memiliki peran yang sangat berarti dalam 
pengambilan keputusan. 
 
5.2 Saran 
1. Pemerintah mengadakan sosialisasi di instansi-instansi pemerintah 
mengenai pentingnya sistem informasi akuntansi dalam pengambilan 
kebijakan. 
2. Pemerintah lebih sering mengadakan pelatihan SDM (Sumber Daya 
Manusia) terkait informasi akuntansi. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Karena keterbatasan waktu dan tenaga, penelitian ini hanya meneliti pada 
DPPKAD sehingga hasilnya hanya mencerminkan kondisi yang ada pada 
DPPKAD tersebut dan tidak dapat digeneralisasi pada semua keadaan. 
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1. Nama  : 
2. Jenis kelamin : 
3. Usia  : 
4. Pendidikan  : 
5. Jabatan  : 
6. Lama Bekerja : 
A. DAFTAR PERTANYAAN 
Beri tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda paling sesuai. 
Semakin setuju anda dengan pernyataan di bawah ini, semakin besar angka 
yang anda pilih. Sebaliknya, semakin anda tidak menyetujui pernyataan di bawah 
ini, semakin kecil angka yang anda pilih. 
No  
 
 
Daftar Pertanyaan 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
 
Kurang 
Setuju 
 
Setuju Sangat 
Setuju 
(1) (2) (3) (4) (5) 
 
A. Informasi Akuntansi (x) 
1. 
Pemahaman saya mengenai 
informasi akuntansi dalam 
kantor saya sudah baik 
    
 
 
 
2. Penggunaan/penerapan 
informasi akuntansi dalam 
kantor saya sudah baik 
     
3. Program kerja di kantor saya 
tidak dapat dijalankan apabila 
terjadi kesalahan dalam 
penyusunan informasi akuntansi 
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4. Pemaparan informasi akuntansi 
pada kantor saya sangat 
penting sebagai bukti 
pertanggung jawaban 
pengelolaan keuangan 
     
5. Dalam pengambilan keputusan 
ataupun kebijakan keuangan 
daerah pada kantor saya sangat 
memperhatikan informasi 
akuntansi 
     
6. Setiap program pemerintahyang 
dilaksanakan oleh kantor saya 
selalu di dukung dengan 
kemampuan finansial daerah 
yang dibuat dalam bentuk 
laporan keuangan 
     
7. Pada kantor saya, laporan 
keuangan yang disajikan 
termasuk laporan realisasi 
anggaran, neraca, laporan arus 
kas, dan catatan atas laporan 
keuangan 
     
8. Informasi akuntansi dalam 
kantor saya disusun 
berdasarkan standar akuntansi 
pemerintahan yang telah 
ditetapkan 
     
9. Laporan keuangan pada kantor 
saya sudah relevan sebagai 
bahan evaluasi peristiwa masa 
lalu/masa kini dan memprediksi 
masa depan 
     
10.  Laporan keuangan pada kantor 
saya memberikan informasi 
yang akurat dan dapat 
diverifikasi. 
     
11. Laporan keuangan pada kantor 
saya dapat dibandingkan 
dengan laporan keuangan 
periode sebelumnya 
     
12. Laporan keuangan pada kantor 
saya disusun dengan bahasa 
yang mudah dipahami 
     
 
B. Kebijakan Keuangan (y) 
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1. Kebijakan keuangan dalam 
kantor saya sangat menentukan 
perencanaan dan pengendalian 
organisasi 
 
     
2. Kebijakan keuangan dalam 
kantor saya sangat penting 
untuk menunjang 
pengembangan dan 
pembangunan daerah. 
     
3. Kebijakan keuangan dalam 
kantor saya sangat penting 
untuk meningkatkan pelayanan 
publik 
     
4. Kebijakan keuangan dalam 
kantor saya mengacu pada 
peraturan pemerintah yang 
terkait dengan keuangan. 
     
5. Pembuatan peraturan dalam 
kantor saya sangat berperan 
untuk mengendalikan kebijakan 
keuangan 
     
6. Data-data yang digunakan 
sebagai bahan pertimbangan 
penyusunan kebijakan 
keuangan dalam kantor saya 
adalah peraturan birokrasi yang 
lebih tinggi. 
     
7. Informasi akuntansi dalam 
kantor saya berpengaruh dalam 
pengambilan kebijakan 
keuangan terkait perencanaan 
pemerintah. 
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 Hasil Jawaban Responden  
No 
Variabel X  
(Informasi Akuntansi) 
Variabel Y 
(Kebijakan Keuangan) 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 1 2 3 4 5 6 7 Total 
1 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 51 4 4 4 4 4 5 5 30 
2 
4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 48 5 5 5 5 4 5 5 34 
3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 4 4 4 4 28 
4 
5 5 4 5 5 4 4 2 5 4 2 4 49 5 5 5 5 5 4 4 33 
5 
5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 53 4 4 4 4 4 5 4 29 
6 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 5 5 5 5 5 35 
7 
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57 5 5 5 5 5 4 4 33 
8 
4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 51 4 3 4 4 5 2 4 26 
9 
4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 51 4 3 4 4 5 2 4 26 
10 
4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 51 4 3 4 4 5 2 4 26 
11 
4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 53 4 4 5 4 4 4 5 30 
12 
4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 50 4 4 4 4 4 5 4 29 
13 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 5 4 4 4 4 29 
14 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 52 4 5 4 4 4 4 4 29 
15 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 5 5 5 5 5 35 
No 
Variabel X  
(Informasi Akuntansi) 
Variabel Y 
(Kebijakan Keuangan) 
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16 
4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 51 4 3 4 4 5 2 4 26 
17 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 50 5 4 4 4 4 4 4 29 
18 
4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 52 4 4 4 4 4 4 4 28 
19 
4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 53 5 4 4 4 4 4 5 30 
20 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 49 4 4 4 4 4 4 4 28 
21 
5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 55 4 4 4 5 4 4 4 29 
22 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 5 5 5 5 5 35 
23 
4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 57 4 4 4 4 4 4 4 28 
24 
5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 51 4 4 4 4 5 4 4 29 
25 
5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 55 4 4 4 5 4 4 4 29 
26 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 5 4 5 4 30 
27 
4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 51 4 4 4 4 4 4 4 28 
28 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 4 4 4 4 28 
29 
4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 53 4 4 5 4 4 4 5 30 
30 
4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 4 4 4 4 4 4 4 28 
31 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 5 4 4 4 4 3 4 28 
 
 
No 
Variabel X  
(Informasi Akuntansi) 
Variabel Y 
(Kebijakan Keuangan) 
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32 
4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 51 4 3 4 4 5 4 4 28 
33 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 50 5 4 4 4 4 4 4 29 
34 
4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 52 5 4 4 4 4 4 4 29 
35 
4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 53 5 4 4 4 4 4 5 30 
36 
4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 50 4 4 4 4 4 5 4 29 
37 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 49 4 4 4 4 4 4 4 28 
38 
5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 53 4 4 4 4 4 4 4 28 
39 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 51 4 4 4 4 4 4 4 28 
40 
5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 55 4 4 4 5 5 4 4 30 
41 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 4 4 4 4 28 
42 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 5 5 5 5 5 35 
43 
5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 55 4 4 4 4 5 4 5 30 
44 
4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 50 5 5 5 5 4 5 5 34 
45 
4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 51 4 3 4 4 5 2 4 26 
46 
4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 51 4 4 4 4 4 4 4 28 
47 
4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 51 4 4 4 4 4 4 4 28 
 
No 
Variabel X  
(Informasi Akuntansi) 
Variabel Y 
(Kebijakan Keuangan) 
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48 
4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 53 4 4 5 4 4 4 5 30 
49 
5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 51 4 4 4 4 4 4 4 28 
50 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 4 4 4 4 28 
51 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 5 4 5 5 31 
52 
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57 5 5 5 5 5 4 4 33 
53 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 5 4 4 4 4 29 
54 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 52 4 5 4 4 4 4 4 29 
55 
4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 51 4 3 4 4 5 2 4 26 
56 
4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 54 4 4 5 4 4 4 5 30 
57 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 52 4 5 4 4 4 4 4 29 
58 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 5 5 5 5 5 35 
59 
4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 51 4 4 4 4 5 3 5 28 
60 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 5 5 5 5 5 35 
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Statistik Deskripsi 
Frequency Table 
1. Jenis Kelamin Responden 
Jenis Kelamin Frekuensi Persen (%) 
Laki-laki 36 60.0 
Perempuan 24 40.0 
Total 60 100 
  Sumber :Pengolahan Data Primer 2014 
2. Pendidikan Terakhir Responden 
Pendidikan Terakhir Frekuensi Persen (%) 
S1 48 80.0 
SMA 12 20.0 
Total 60 100 
Sumber : Pengolahan Data Primer 2014 
3. Usia Responden 
Usia Frekuensi Persen (%) 
25 – 30 24 40.0 
31 – 41 36 60.0 
Total 60 100 
         Sumber : Pengolahan Data Primer 2014 
4. Lama Bekerja Responden 
Lama Bekerja Frekuensi Persen (%) 
2 – 9 46 76.67 
10 – 20 14 23.33 
Total 60 100 
                 Sumber : Pengolahan Data Primer 2014 
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Frekuensi Jawaban Responden 
1. Statistik Deskriptif 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviatio
n 
X (Informasi 
Akuntansi) 
60 46.00 60.00 52.1000 3.58764 
Y (Kebijakan 
Keuangan) 
60 25.00 35.00 29.5667 2.61266 
Valid N (listwise) 60     
Sumber : Hasil Olahan Data Primer 
2. Validitas Variabel X (Informasi Akuntansi) 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Butir 1 47.8500 11.181 .514 .827 
Butir 2 47.8667 11.304 .330 .842 
Butir 3 47.7500 10.869 .512 .826 
Butir 4 47.6667 10.734 .576 .821 
Butir 5 47.7500 10.936 .535 .825 
Butir 6 47.6333 10.982 .491 .828 
Butir 7 47.8000 11.112 .502 .827 
Butir 8 47.8833 10.817 .517 .826 
Butir 9 47.5833 10.993 .486 .828 
Butir 10 47.5833 10.756 .563 .822 
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Butir 11 47.8833 10.884 .496 .828 
Butir 12 47.8500 11.113 .539 .825 
Sumber :Hasil olahan data primer 2014 
3. Reliabiltas Variabel X (Informasi Akuntansi) 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.839 12 
Sumber : Hasil olahan data primer 2014 
4.  Validitas Variabel Y (Kebijakan Keuangan) 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Butir 1 25.2833 5.359 .599 .779 
Butir 2 25.4500 4.557 .772 .741 
Butir 3 25.2833 5.223 .672 .769 
Butir 4 25.3000 5.231 .685 .767 
Butir 5 25.2833 6.003 .277 .825 
Butir 6 25.5333 4.355 .500 .821 
Butir 7 25.2667 5.487 .520 .791 
Sumber : Hasil olahan data primer 2014 
5.  Reliabiltas Variabel Y (Kebijakan Keuangan) 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.810 7 
Sumber : Hasil olahan data primer 2014 
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Uji Kualitas Data 
1. Uji Normalitas Kolmogorow-Smirnov 
 Kolmogorov-Smirnova 
Statistic Df Sig. 
X .187 60 .000 
Y .234 60 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2014 
Lampiran 6 : Uji Hipotesis 
1. Uji Korelasi Spearman-Pearson 
 X Y 
X 
Pearson 
Correlation 
1 .601** 
Sig. (2-tailed)  .017 
N 60 60 
Y 
Pearson 
Correlation 
.601** 1 
Sig. (2-tailed) .017  
N 60 60 
Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2014 
 
 
